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ABSTRAK:  - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini adalah UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 

Tahun 1999; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; 

UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 

Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021; Permendagri No. 79 

Tahun 2022. 

- Dalam peraturan wali kota bukittinggi tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan 

kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah, kuasa bendahara umum daerah, 

pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat 

penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, administrator kartu kredit pemerintah 

daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah melakukan kerjasama dengan bank untuk 

penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. Pengguna anggaran menyampaikan usulan 

pemegang kartu kredit pemerintah daerah. Bendahara umum daerah mengajukan 

penerbitan ke bank untuk diverifikasi. Jika pengajuan diterima maka diterbitkan kartu kredit 

dan diaktivasi. Pejabat pelaksana teknis kegiatan menyampaikan daftar pengeluaran riil 

yang diproses untuk pengajuan ganti uang kartu kredit pemerintah daerah. Kuasa 

bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana. Bendahara 

pengeluaran melakukan pembayaran tagihan melalui pendebitan rekening. Pemerintah 

Daerah melakukan monitoring dan evaluasi untuk kemudian Wali Kota menyampaikan 

laporan hasilnya kepada Gubernur. 

 

 

CATATAN:  - Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juni 2024 

dan ditetapkan tanggal 3 Juni 2024; 

  Lampiran:  20 hlm. 


